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1. Masalah Penelitlan 
Pegawal negeri sipil sebagal aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat dituntut untukdapat berperllaku sebagalflgur panutan dan teladan. 
Terleblh di era PJPT II, peran sentral tampaknya maslh bertumpu pada sepak 
terjang serta kfprahnya dalam mensukseskan pembangunan naslonal. 

Sebagal figur panutan dan teladan, balk kehidupan prlbadl maupun 
keluarganya pegawal nege~J slpll selalu menJadi sorQlan. Untuk i1ll kehidupan 
rumah tangga pegaw~i r:tegeri sipil harus selalu harmonls dan penuh 
kebahagiaan. Dengan demikJan masalah perceralan .merupakan hal yang sangat i 
dlhindarl, namun toh tetap juga ada dan terJadl perceralan. Dalam upaya untuk 
membatasi dan mengatur maslah tersebut selaln dlatur dengart aturan umum, 
maka bagl pegawal negeri slpil diterapkan juga aturan khusus yang mengikat dan 
harus ditaatl.Hal Inl dlmaksudkan uhtuk leblh menlngkatkan profesionalisme serta 
jiwa pengabdian pegawai negerl sipil agar menjadl patriot bangsa dalam 
pembangunan naslonal. 

Sehubungan dengan masalah tersebut. perlu klranya dikaji penerapan 
aturan hukum yang berlaku serta bagalmana upaya penindakan blla terjadl 
pelangg~ran , khususnya dillngkungan Pemda tingkat I Jawa Tlmur. Untuk itu 
dalam penelitlan Ini dir\Jmuskan permaslahan sebagat berlkut: 
1. 	 Afasan-alasan apa yang menyebabkan tingkat perceralan dilingkungan 

pegawal negeri sipil cukup menprihatlnkan? 
2. 	 Bagalmana penegakan disiplin bagal pegawai negeri sipil yang meJakukan 

pelanggaran lerhadap ~spek-aspe~ hukum perkawlnan/perc;eraian? 
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2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Penelitian inl bertujuan mengkaji peraturan-peraturan tentang perkawinan­

perceraian , khususnya yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Dengan adanya 
peraturan yang mengatur dan membatasi tersebut diharapkan akan menghasilkan 
perilaku pegawai negerl berdeqikasi tinggi dan mampu menj~di panutan serta 
teladan. 

Selain itu, dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi 
terhadap kendal maupun yang ada dalam rangka pemasyarakatan UU 
Perkawlnan serta penegakan disiplin dilingkungan pegawal n,egerl slpil. 
3. Metode Pendekatan 

Pelaksanaan penelitian dllakukan dengan menggunakan metode sebagai 
berikut . 

Penelitian lapangan, ·survey serta penelitlan cross sectional dllingkungan 
Pemda Tingkat I Jawa Tlmur. 

Sumber Data: 
Primer, melalui wawancara dengan Irwilprop Pemda Tingkat I Jawa Timur, 
yang mengangani kasus-kausus perceraian dan per'!~gakan qisiplln. 
Sekunder, melalui sumber kepustakaan 

Populasl & Sampel: 
PopuJasi : pegawal negeri dilingkungan Pemda Tingkat I Jawa Timur 
Sampel : kasus hasil penanganan Irwilprop Jatim 
Anal\sis:' . 
Anallsls secara juridis kualitatif" dengan diperikan (de~kriptif) serta dikaitkan 
dengan asas, prinslp serta doktrin, Pad a akhir penelitian dilakukan penarikan 
kesimpulan. 
4. Simpulan Dan Saran 

Pegawai negeri sipll mempunyai peran yang penting dalam pembangunan 
nasional dewasa inL Sebagai figur pflnutan dan teladan, kehidupan pribadi 
maupun rumah tangganya selalu menjadl sorotan. Ketldak harmonisan 
rumahtangga yang bermuara pada perceraian sedapat mungkin dihindarkan. 
Untuk Itu telah diatur dalam aturan urnum dan aturan khusus, yang mengikat dan 
membatasl pegawal negeri sipi\' Untuk ilu setiap petanggaran a.kan mendapat 
sanksi dan·tindakan dlsiplin. 

Perlunya peningkatan profeslonalisme, pembinaan dan arahan 
dilingkungan pegawai negeri sipil deml terwujudnya sosok pengabdi yang 
berdedikasi linggl dengan jiwa serla semangat pengabdian yang tanpa pamrih. 
Dus, keberhasilan pernbangunan paling tidak tt,(rut dlteptukan oleh kualitas darl 
pegawal negeri sipil itu. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karen.) hanya dengan rahmat dan hidayah--Nya maka penel~-

tian ini dapat tersalasaikan. Menyadari kekurangan yang 

ada, demikian pula dengan terbatasnya waktu, 

serta prasarana yang tersedia tantunya hasil akhir dari 

penelitian ini belum dapat disajikan secara sempurna. 

Namun demikian dengan segala daya dan upaya talah diupa­

yakan secara maksimal dengan tidak mengurangi arti dan 

tujuan dari penelitian ini sendiri. 

Semoga penelitian ini dapat memberi arti bagi. 

ilmu pengetahuan, khususnya bagi khasanah ilmu hukulTl. 

8agaimanapun juga segala saran dan perbaikan yang bersi 

fat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaannya. 

Jak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua 
, ,1 

pihak yang talah membantu pelaksanaan penelitian ini. 

Sekali lagi terima kasih. 

Surabaya, April 1995 

Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Derap langkah pembangunan nasibnal telah lama 

dikumandangkan, terlebih lagi dalam masa sekarang ini, 

telah dimulai periode Pembangunan Jangka Panjang T.lhap 

Kedua <PJPT II). Sebagaimana pada tallapan pembangunan 

sebelumnya, PJPT 11 merupakan pembangunan masyarakat 

Indonesia !.eutuhnya, materiil dan spirituil, jasmani dan 

rohani. Sehingga pembangunan yang telah, sedang dan akan 

dilaksanakan, hasil-hasilnya dapat dirasakan secara adil 

dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia, disegala 

lapisan dan tingkat strata sosial. 

Keberhasilan pembangunan, khusus pada PJPT II, 

menuntut kesiapan dan peran aktif berbagai pihak, baik 

pemerintah maupun warga masyarakat. Diperlukan gerak 

langkah yang seiring dan harmonis agar tujuan pembangun­

an untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar­

kan Pancasila dan Undang-undang Oasar 1945 dapat terca­

pai. Oalam rangka untuk mencapai tujuan dimaksud diper­

lukan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, 

berdaya guna dan berhasil ·Quna. 
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Pegawai Negeri Sipil sebagai sala~ satu aparatur 

pemerintah dituntut untuk mampu berkiprah di dalam pem­

bangunan, sebagai motor penggerak yang handal dan dina­

mis. Sosok pegawai negeri sipil harus mampu menjadi 

panutan dan teladan bagi warga masyarakat lainnya, 

termasuk pola perilaku d,iln kehidupan rumah tangganya. 

Kehidupan pegawai negeri sipil secara umum akan menjadi 

tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan, mengingat 

demikian penting dan sentralnya posisi serta peran 

pegawai negeri sipil ditengah-tengah masyarakat. 

Ditengah-tengah perubahan serta globalisasi yang 

demikian pesat, dengan segenggam tekad untuk mengabdi, 

serta dengan apresiasi yang apa adanya tentunya tuntutan 

akan sosok pegawai negeri yang ideal sangatlah sulit 

dinalar. Terlepas dari kurang dan ~ebihnya, sebenarnya 

bagi pegawai negeri patut diberi penilaian tersendiri, 

meski dengan imbalan yang terkadang lebih rendah diban­

ding ketentuan pemerintah mengenai kebutuhan fisik mini 
i 

mum (KFM) dan ketentuan upah minimum (KUM) dalam sistem 

pengupahan buruh, namun toh dedikasi dan semangat itu 

tak luntur juga. 

Dari kondisi yang ~erba komplek dawesa ini, 

kehidupan rUII\.\h tangtJa pegawai nageri sipil sangat 

diharapkdn merupakan rumah tangga yang harmonis penuh 

kebahagiaan, sehingga akan membawa pengaruh yang positif 
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bagi masyarakat dan lingkungannya. Terlepas dari jerih 

payah membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluar­

ga yang semakin besar saja, sedangkan di sisi lain 

imbalan gaji yang diterima (dijamin) tidak akan mencu­

kupi kebutuhan kelu'arga, toh berlaku pakem bahwa profesi 

pegawai negeri adalah profesi terhormat (berasal dari 

pandangan sebagian masyarakat yang merupakan warisan 

sejarah kolonial yang bersifat feodal, dimana sudah 

waktunya untuk dikoreksi). Dus dalam srope lebih luas 

berpengaruh pada pelaksanaan dan keberhasilan program­

progarm pembanguan. Namun demikian, sebagai pembawaan 

kodrati dan manusiawi, bahtera kehidupan rumah tangga 

pegawai negeri tak luput dari goncangan dan cobaan. 

Kondisi demikian dirasa memprihatinkan, terlebih menimpa 

s6sok pegawai negeri sipil yang not~ bene harus menjadi 

panutan dan teladan. Mengingat rambu-rambu peraturan 

yang mengatur dan mengikat demikian banyaknya, tentunya 

patut disimak dan dikaji secara mendalam agar nantinya 

dapat dicapai kemantapan dan kesempurnaan kehidupan 

rumah tahgga. Suatu bahtera rumah tangga yang bahagia, 

kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. 

Secara umum mengenai kehidupan rumah tangga 

(perkawinan) bagi warga negara Republik Indonesia telah 

diatur dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang 
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Perkawinan. Sedang bagi pegawai negeri sipil, selain 

aturan tersebut masih terdapat beberapa aturan khusus 

yang bersifat mengikat dan membatasinya, antara lain 

Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 yang diperbaha­

rui dengan Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990 

tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian 8agi Pegawai Ne­

geri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 1980 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 

merupakan saran penegakan disiplin pegawai negeri sipil. 

Melihat demikian rigid dan ketatnya aturan yang 

membatasi dan mengatur ruang gerak pegawai negeri sipil 

serta rambu-rambu peraturan lainnya, ten tunya bagi 

pegawai negeri sipil sangat sulit untuk menerobos atau 

melanggarnya. Namun demikian dalam praktek masih saja 

ter- j ad i, khususnya perceraian, yan9 dilakukan pegawai 

negeri sipil. Keadaan seperti in1 apabila menggejala dan 

ter-jadi dikalangan pegawai negeri sipil sungguh merupa­

kan keprihatinan, sehingga hal in1 akan berdampak pada 

kur-ang disiplin dan rendahnya apresiasi masyarakat 

terhadap profesi pegawai negeri yang seharusnya menjadi 

panutan dan teladan. Pada akhirnya lembaga perkawinan 

yang bersifat suei dan sakral akan menjadi demikian 

mudahnya dipermainkan oleh insan-insan yang tidak ber­

tanggung jawab baik kepada bangsa, negara dan agama. 
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1.2. 	Permasalahan 

Demikian penting dan sentralnya peranan pegawai 

negeri sipil sebagai motor dan penggerak pembangunan, 

pada dasarnya akan menuntut pegawai negeri untuk mampu 

tampil sebagai sosok teladan dan panutan bagi masyarakat 

sekitarnya~ termasuk pula sisi kehidupan pribadi dan 

keluarganya. haruslah menampakkan wujud keharmonisan dan 

kebahagian. Mengingat pentingnya peran tersebut, maka 

bagi pegawai negeri dipagari rambu-rambu berupa peratu­

ran-peraturan yang mengikat dan harus ditaati. 

Sebagai aparatur negara. abdi negara, dan abdi 

masyarakat, yang harus mampu menjadi sosok panutan dan 

teladan, maka aspek kehidupan (keluarga) han.ls serasi 

dan harmonis. Dus dalam pelaksanaan tugasnya pegawai 

negeri sipil tidak terganggu oleh m~salah intern keluar­

ganya. Pengaturan aspek hukum keluarga (perkawinan) bagi 

pegawai negeri sipil terasa lebih ketat d~n mengikat, 

serta diikuti dehgan sanksi Liisiplin kepegawaian. Hal 

ini sebagai kOllsekuensi logis dari pr-edikat yang diem­

b~nnya. Disinyalir di lingkungan pegawai negeri sipil 

tingkat pelanggaran dibidang hukum keluar-ga cukup mem­

pr-ihatinkan. Kondisi ini diindikasikan sebagai tolak 

ukur- kur-angnya disiplin ser-ta per-hatian yang ser-ius 

terhadap atur-an hukum yang ber-laku. yang pada akhir-nya 

akan berakibat pada terganggunya sistem sosial yang 
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telah tertata. Untuk itu dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

- Alasan-alasan apa yang menyebabkan terjadinya percer 

aian ci lingkungan pegawai negeri sipil ? 

- Bagaimana penegakan disiplin pegawai negeri sipil yang 

'melakukan pelanggaran terhadap aspek-aspek hukum per 

kawinan (perceraian) ? 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pene­

rapan aspek-aspek hukum keluarga (perkawinan) yang 

diberlakukan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan 

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur. Hal ini dikait 

kan dengan peran dan posisi sentrai pegawai negeri sipil 

sebagai figur teladan dan panutan bagi mas~arakat seki­

tarnya. Selain itu juga ditelaah' proses penanganan 

peianggaran serta penegakan disiplin yang dilakukan oieh 

Inspektorat Wilayah Pemda Tingkat I Jawa Timur. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan 

aspek hukum (keluarga) yang mengaturnya. Lebih ianjut 

tentunya diharapkan Kadar kesadaran dan kedisiplinan 

pegawai negeri di bidang hukum, khususnya hukum keluarag 

akan lebih meningkat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Keluarga merupakan unit terkecil suatu masyarakat 

yang merupakan wujud atau gambaran suatu komunitas besar 

yang bernama negara. Ungkapan tersebut tentunya tidak 

berkelebihan mengingat demikian penting dan sentralnya 

posisi suatu keluarga di dalam membina kehidupan sosial 

bersama, karena dari keluargalah segalanya dimulai, 

disinilah tertib ~osial dan tata nilai mulai ditanamkan 

bagi seluruh anggota keluarga. 

Tertib sosial dan tata nilai yang ada dimasyara­

kat pada umumnya bermuara pada pengaturan a~pek hukum 

selain juga diatur dengan norma-norma sosial lainnya. 

Namun demikian untuk masa sekarang terdapat kecenderung­

an untuk diatur dan dilegitimasikan dalam aturan hukum 

yang berlaku dan mengikat setiap warga masyarakat. Satu 

tujuan utama dari pengaturan tersebut adalah agar ter­

cipta tertib masyarakat dalam suasana pergaulan yang 

saling menghormati dan menghargai. 

Pengaturan 'hukum (keluarga-perkawinan/perceraian) 

bagi pegawai negeri tersebar dalam aturan umum dan 

aturan khusus. Aturan umum antara lain, UU 1/1974 ten­

tang Perkawinan, PP 9/1975 tentang Pelaksanaan UU 

1/1974, UU 7/1989 tentang Peradilan Agama. Sedang aturan 

7 
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khusus yang mengatur secara rigid dan ketat serta harus 

ditaati, antara lain PP 10/1983 yang diperbaharul dengan 

PP 45/1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi 

pegawai negeri sipil, PP 30/1980 tentang Disiplin Pe­

gawai Negeri 5ipil, Surat (daran Badan Administrasi 

Negara. Nomer : 08/5£/1983 jo. 5urat £daran Ketua Bad an 

Administrasi Negara Nomer: 48/5£/1990 tentang Teknis 

Pelaksanaan PP 10/1983 dan PP 45/1990. 

Aturan umum maupun khusus sebagaimana tersebut 

diatas dimaksudkan untuk mempersulit terjadi perceraian 

di lingkungan pegawai negeri ~ipil. Masalah perceraian 

merupakan langkah darurat dan jalan terakhir yang dapat 

ditempuh, Jadi merupakan ultimum remidium. Upaya untuk 

mempersulit perceraian merupakan penghormatan terhadap 

lembaga perkawinan yang dipandang ·sakral dan beraspek 

religius. Betapa dirasakan telah terjadi degradasi 

(berkurangnya penghargaan) terhadap lembaga perkawinan, 

dimanna model kawin cerai, kumpul kebo, samen Leven 

ataupun model-model hubungan ilegal lainnya, yang menu­

rut mereka merupakan cermin kehidupan modern yang sekul­

er, namun yang sesungguhnya kondisi tersebut merupakan 

pelecehan terhadap tatanan dan tertib sosial yang baik 

serta menunjukkan betapa rendahnya martabat manusia itu. 

Perceraian adalah merupakan malapetaka, tetapi 

suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan 
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malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Undang­

undang perkawinan nasional dalam hal perceraian ini 

menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, 

karena perceraian memberi pengaruh baik atau buruknya 

kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila. Karena itu selain perkawi­

nan, percer:-aian per lu pu lad imengerti 'dan .d ipahami 

dengan sempurna oleh setiap warga negara Indonesia, agar 

perceraian tidak l~gi menjadi premainan atau dipermain­

kan oleh anggota masyarakat, demi kebahagiaan, kese­

jahteraan dan ketenteraman keluarga, masyarakat dan 

negara (H.M. Djamil Latif : 1982-12) 

Pelan~garan (hukum keluarga-perkawinan/perceraian 

yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil akan berakibat 

dljatuhkannya sanksi administratif dan sanksi disiplin. 

Pada dasarnya dengan banyaknya syarat yang mengikat akan 

membuat pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus 

berpikir ulang. Namun demikian dalam praktek masih saja 

terjadi perceraian dilingkungan pegawai negeri sipil, 

sehingga perlu mendapat perhatian serta solusi sebagai 

upaya penanggulangannya. 
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BAB III 


METODE PENELITIAN 


Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan 

sebagai berikut : 

Penelitian ini mengambil obyek di lingkungan Pemerintah 

Daerah Tingkat I Jawa Timur, dimana dalam penanganan 

kasus yang menyangkut disiplin pegawai negeri sipil 

ditangani oleh Inspektorat Wilayah Pemda Tingkat I 
~ 

Jawa 

Timur, (termasuk masalah keluarga-perceraian), meliputi 

pemeriksaan/penanganan samapi penindakan (pemberian 

sanksi). 

Penanganan oleh Isnpektorat Wilayah Dilingkungan 

Pemerintah Daerah ?orpinsi lingkat I Jawa Timur, yang 

dimaksud adaldh hasil penanganan selama dilakukannya 

Iialam pelaksanaan Belar Operasi di seluruh daerah Ting­

kat II di Jawa Timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh 

Inspektorat Wilayah, serta kemudian disajikan dalm 

bentuk tabel. 

Kajian utama dalam penelitian ini adalah hubungan 

antara aturan-aturan yang memaQari pegawai negeri sipi! 

dalam hal pelaksanaan perkawinan dan perceraian, berupa 

Aturan umum UU 1/1974 ten tang Perkawinan serta PP 9/1975 

sebagai aturan pelaksana 4ndang-undang tersebut, serta 

aturan khusus PP 4~/1990 sebagai Pengganti PP 10/1983 

10 
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Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian 8agi Pegawai 


Negeri Sipil, PP 30/1980 Tentang Peraturan Dsisplin 


Pegawai Negeri Sipil, serta SE BAKN Nomer: 48/SE/1990 


tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 45/1990 Tentang Perubah­


an Atas PP 10/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Percerai 


an 8agi Pegawai Negeri Sipil. 


Sumber Data : 


Data Sekunder, berupa bahan hukum. hasil penanganan 


Inspektorat Wilayah pada pelaksanaan Gelar Operasi. 

keputusan Pemda, putusan lain yang terkait, literatur 

penunjang. 

Populasi Dan Sampel 


Populasi : berasal dari hasil penanganan pihak inspekto­


rat Wilayah Pemda Tingkat I Jawa Timur pada Gelar Penga­


wasan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 


Pemeriksaan 1991 sampai dengan 1994. 


Sampel : berasal dari hasil penanganan pihak inspekto­


rat Wilayah Pemda Tingkat I Jawa Timur pada Gelar Penga-­


wasan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 


Pemeriksaan 1991/1992 dan 1993/1994. 


Analisis dilakukan dengan menggunakan metride ana­

lisa juridis kualitati1, dengan mengaitkan an tara teori 

dengan temuan praktek. Data diperikan (secara deskrip­

tif), tabel-tabel yang disajikan sebagai sarana untuk 
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mempermudah visualisasi pemahaman da.n dengan pl'ndekat.3n 

juridis dianalisis dengan ·la pik" yang dedukt.i.f. 

Langkah LHdLlt.nya i)erupa penarikan ~:esimpulan. 

MILl1\. 1 
PERPUSTAKAAN 


UNIVERSITAS AiRJ..ANOO 

SURABAYA 
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BAB IV 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


4.1. Penyebab/Alasan Pereeraian 

Pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan 

oleh segenap bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya, materiil dan spirituil, jasmani dan 

rohani. Hal ini telah ditegaskan dalam GBHN yang merupa 

kan landasan operasional bangsa dalam mewujudkan dan 

mengisi eita-eita perjuangan bangsa. 

Manusia, selain sebagai individu maka ia adalah 

insan sosial yang selalu berinteraksi dengan individu 

lainnya. Dalam interaksi yang tereipta tersebut, salah 

satu tali simpul yang utama adalah perkawinan, dimana 

hal ini merupakan wujud peradaban tertinggi umat manusia 

sebagai kalifah di muka bumi ini. Namun perjalanan hidup 

umat manusia tidak selama dapat di logika dan diperkira­

kan seeara matematis, terma~uk bahterasuatu perkawinan 

yang nota bene pelakunya adalah pegawai negeri. Bahtera 

perkawinan pegawai ~eg.ri pun tak luput dari goneangan 

dan eobaan, adakalanya kendala tersebut dapat diatasi 

bers~ma namun tak jarang juga berakhir dengan kondisi 

tragis, bermuara pada pereeraian. 

13 
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Perceraian merupakan momok bagi keluarga yang 

sedapat dan sejauh mungkin dihindari, namun demikian 

meski telah disadari efek negatif dari akibat yang 

ditimbulkannya, ternyata dalam sepanjang sejarah umat 

manusia masalah ini masih selalu melingkar dan mengge­

layutinya. Tak lepas dari itu, pegawai negeri sebagai 

sosok panutan bagi masyarakat sekitarnyapun t.rjemah 

dengan masalah ini. 

Bagi pegawai negeri sipil aturan mengenai perka­

winan (termasuk didalamnya perceraian) secara umum telah 

diatur dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan, berserta 

beberapa aturan pelaks~na dan ketentuan lain yang ter­

kait, antara lain PP 9/1975 Tentang Pelaksanaan UU 

Perkawinan diatas. Peraturan tersebut berlaku secara 

unifikasi bagi seluruh warga negara Indonesia. 

UU 1/1974 dalam pasal 39 ayat 2 (penjelasan) JOe 

PP 9/1975 pasal 19, merinci alasan-alasan yang dapat 

menjadi dasar perceraian, sebagai berikut : 

a' Salah satu pihak berbuat 2ina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 

disembuhkan; 

b. 	Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 

(dua) tahun berturut-turut tanpa i2in pihak yang lain 
/I , 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dilaur 
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kemampuannya; 

c. 	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawin 

-an 	berlangsung; 

d. 	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiaya­

an berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; 

e. 	Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 

yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban­

nya spbagai suami listri; 

f. 	Antara suami dan istri terus menerus terjadi perse 

lisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan bahwa 

akan hidup rukun dalam rumah tangga. 

Prof. R. Sardjono, S.H. menyatakan bahwa alasan­

alasan lain yang dapat dipergunakan untuk bercerai 

selain yang disebut undang-undang. ~Riduan Syahrani 

1986-51) Dalam pada itu pembuat undang-undang tidak 

memberikan penjelasan apa-apa kecuali "cukup ielas" 

terhadap alasan-alasan itu. Sedang menurut Riduan Syah­

rani perumusan alasan-alasan perceraian tersebut sifat ­

nya masih terlalu umum, karenanya perlu penafsiran yang 

sesuai dengan jiwanya, agar kesalahan pengertian dari 

masyarakat dapat dihindarkan. Sehubungan dengan ini maka 

peranan yurisprudensi sangat besar sekali dalam mengin­

terpretasi dan memberi arti alasan-alasan p~rceraian 

tersebut. (Riduan Syahrani : ibid) 
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Berikut ini disajikan tabel L.lbel perceraian yang 

dilakukan pegawai 11egeri s:ipil sebagai hasil Gelar 

.ngawasan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 

Tahun Pemeriksaan 1991/1992 dan 1993/1994, berdasarkan 

Penyebab/Alasan Perceraian, Golongan Kepangkatan, Usia 

Pe~awai Negeri Sipil dan Usia Perkawinan. 

a. Menurut Penyebab/Alasan Perceraian 

1991/1992 1993/1994 
PENYEBAB/ALASAN 

'l.JumlahJumlah 'l. 

41,8656 33,33 54Meninggalkan Rumah 

40,48 43Perselisihan/Pertengkaran 68 33,33 

28' 16,67 15,50'Serz ina 20 

Penganiayaan 3 2,311 6,55 

I dldbui<./Pen j ud i 9 6,985 2,98\ 
1i 

IH'-Akuma;-, Pen j ~r-·a -­ -

f-­

J U M L A H 168 100 129 100 

Keterangan : 
Dari tabel di atas terlihat paua periode 1991/1992 
jumlah/prosentase terbanyak di sebabkan oleh alasan 
persel~sihan/pertengkaran, sedang pada periode 1993/1994 
jumlah/prosesntase terbanyak di sebabkan oleh alasan 
meninggalkan rumah. 
Namun apabila dikaji lebih mendalam, apapun alasannya 
.emua bermuara pada perselisihan/pertengkaran yang terus 
menerus sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali. 
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b. Menurut Golongan Kepangkatan 

GOLONGAN/PA~GKAT 

1991/1992 

Jumlah I. 

1993/1994 

Jumlah I. 

I 

II 

35 
-

119 

20,83 

70-,83 

33 

73 

25,58 

56,59 

I I I 14 8,33 23 17,83 

IV -­ -­ -­ -­

J U M L A H 168 100 129 100 

Keterangan 
Dari tabel di atas terlihat jumlah/prosentase 
baik pada periode 1991/1992 maupun periode 
berada pada golongan II. 

terbanyak 
1993/1994 

c. Menurut Usia Pegawai Negeri Sipi} 

USIA PNS 
1991/1992 

Jumlah I. 

1993/1994 

Jumlah 'l. 

25 

35 

45 

) 

) 

) 

35 

45 

55 

, 

64 

18 

73 

38,09 

10,71 

43,45 

47 

10 

68 

36,43 

7,75 

52,17 

) 55 13 7,73 4 3,40 

168 100 129 100 

Keteriilnf~im I 

Dtari tabel di ata,s terlihat jumlah/prosentas& terbanyak 
baik pada periode 1991/1992 maupun periode 1993/1994 
berada pada usia antara 45 - 55 tahun. 
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d. Menurut Usia Perkawinan 

USIA PERKAWINAN 
1991/1992 

Jumlah I. 

1993/1994 

Jumlah 'l. 

0 

2 

5 

) 

> 

) 

2 

5 

10 

88 

24 

15 

52,38 

11,28 

8,92 

66 

17 

12 

51~16 

13,18 

9,30 

10 < 41 24,40 34 26,36 

J U M L A H 168 100 129 100 

Keterangan 
Dari tabel di atas terlihat jumlah/prosentase terbanyak 
baik pada periode 1991/1992 mavpun periode 1993/1994 
berada pada usia perkawinan 0 - 2 tahun. 

Dari keterangan di atas (tabel a, b, c, dan d) 
h~nya diperikan (dideskripsikan) jumlah/prosentase 
terbesar tanpa menjelaskan korelasi serta faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. .' 

4.2. Peneqakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi 

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional 

yang sedang dilaksanakan sekarang ini menuntut peran 

aktif semua pihak. Tak lepas dari kerangka sistem ini, 

pegawai negeri bahkan dituntut peran plusnya, karena 

selain sebagai salah satu pelaku pembangunanmaka ia 

adalah sosok panutan dan teladan. Dalam pada itu, tegak 

berdirinya rumah tangga pegawai negeri dianggap berko­

relasi erat dengan keberhasilan pembanguna~ beserta 

pemerataan hasil-hasilnya. 
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Penegasan betapa penting pe~an pegawai nege~i dan 

kehidupan kelua~ganya, dapat dikaji da~i kondide~an PP 

45/1990, yang menyatakan bahwa figu~ pegawai nege~i 

sebagai unsu~ apa~atu~ nega~a, abdi nega~a dan abdi 

masya~akat yangha~us menjadi teladan yang baik bagi 

masya~akat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan 

kepada pe~atu~an pe~undang-undangan yang be~laku, te~ma­

suk menyelengga~akan kehidupan kelua~ganya. Untuk dapat 

melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan 

pegawai nege~i sipil ha~us ditunjang yang se~asi, sejah­

te~a dan bahagai, sehingga setiap pegawai nege~i sipil 

dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak diganggu 

oleh masalah-masalah kelua~ganya. 

Dengan meyandang p~edikat yang demikian itu, 

konsekuensi lanjut adalah bahwa dal.m masalah kehidupan 

~umah tangganya selain tunduk pada ketentuan umum yaitu 

UU Pe~kawinan dan pe~atu~an pelaksananya, maka pegawai 

nege~i tunduk pula pada atu~an khusus yaitu PP 45/1990 

jo. PP 10/1983, Su~at Eda~an Badan Administ~asi Kepega­

waian Nega~a, SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan PP 45/1990 tentang Pe~ubahan atas PP 10/1983 

ten tang Izin Pe~kawinan Dan Pe~ce~aian Bagi Pegawai 

Nege~i Sipil. Atu~an khusus te~sebut dilandasi kehendak 

untuk menanamkan dan menegakkan disiplin, se~ta dalam 

rangka membe~ikan kepastian hukum dan keadilan. 
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Sebagaimana diketahui bahwa masalah perceraian 

merupakan langkah darurat (terakhir) yang ditempuh suatu 

pasangan hidup untuk mengakhiri ikatan bahteranya, hal 

itu merupakan jalan akhir setelah upaya-upaya lain tidak 

berhasil, dus adalah "ultimum remidium". Bahkan dalam 

ajaran agama katholik perkawinan hanya dapat diputuskan 

oleh tuhan dengan kematian, sedang dalam ajaran agama 

Islam perceraian adalah perbuatan yang dihalalkan tetapi 

sekaligus paling dibenci Allah. Hal ini menunjukkd ll 

betapa sebenarnya masa I ah perceraid.'\ sedapa t mungk in 

dihindari, menginyat akibat yang ditimbulkan akan ber­

~engaruh luas dan komplek. 

Bagi seorang pegawai negeri yang terpaksa meng­

akhiri bahtera rumah tangganya dengan perceraian, maka 

selain memenuhi persyaratan yang te!ah ditentLlkan dalam 
w"l 

aturan umum undang-undang perkawinan dan aturan pelaksa­

nanya (yang merupakan aturan materiil dan formil ber­

acaranya), baginya diperlakukan juga aturan khusus yang 

berlaku dilingkungannya. 

Persyaratan maupun tata cara perceraian selain 

diatur dalam atur~n umum sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, diatur lebih lanjut dalam PP 4511990 sebagai 

peraturan yang merevisi PP 1011983. Untuk prosedur 

perceraian maka harus ditempuh upaya sebagaimana diatur 

dalam pasal 3 PP 4511990 yang menyatakan bahwa pegawai 
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negeri sipil yang akan melakukan perceraiart wajib mem­

peroieh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari 

Pejabat. Izin atau surat keterangan tersebut harus 

diaj~kan secara tertulis yang disertai dengan alasan 

yang mendasari perceraian tersebut. Alasan yang dimaksud 

ad~lah alasan yang terdapat didalam UU 1/1974 pasal 39 

ayat 2 (penjelasan) jo. PP 9/1975 pasal 19, dimana alas-

an ini dipertegas lagi dalam SE BAKN No. 4S/SE/1990 jo. 

SE BAKN No. 08/SE/1983, sebagai berikut (Soetojo Prawi­

rohamidjojo 1986-136; lihat juga Riduan Syahrani: 66). 

a. 	Salah satu berbuat zinah, yang dibuktikan dengan 

1. 	 keputusan pengadilan; 

2. 	 surat pernyataan dari sekurang-kurangny~ 2 (dua) 

orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzi­

nahan i tu. Sura t pernya taan '" tersebu t d iketahui 

oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya 

camat; 

3. 	J!erzinahan itu dilakukan oleh satL\ plildi<. (sLlami 

atau istri) dengan tertall!Jkap tangan. Dalam hal 

yang demikiall maka pinak yang mengetahl.li SE'cara 

t t'r tangkap tangan i tl.l membLlat 1aporan .•.. ; 

b. Salah satu pih~k menjadi ~lemabLlL, pemadat at.:1Ll peI1..ic.i 

te 1ah dewar:;:.'", i 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian ASPEK JURIDIS PERCERAIAN DILINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
(Studi Ovservasi Terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Disiplin  
Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur)

A. Yudha Hernoko, SH

http:peI1..ic
http:mengetahl.li


22 

2. sur-at ~.,eter-,:3.ngan (Jar \ dol<, ter atau polisi yang 

menerangkan, bahwa menurut hasil pemerik~aan yang 

bersangkutal't tela~' menj"di pemabuk, pernadat, atau 

penjudi. yang Sl.\kaf di.,:;E'lObuhkan/diperbaiki; 

c. 	Salah Sdtu plhak meninggalkan pihak lain selama 2 

I (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan 

tanpa alasan yang sah •.. , yang dibuktikan dengan 

surat pernyataan Kepala Keluruhan/Kepala Desa, yang 

disahkan oleh pejabat yang berwajib, 

rendahnya camat; 

d. 	Salah satu pihak mendapat tlukuman penjara 5 (lima) 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawin­

an berlangsung, yang dibuktikan dengan Keputusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap; 

e. 	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penga­

niayaan 	 berat yang membahayakan pihak lain yang 

-
dibuktikan dengan visum etrepertum dokter pemerintah; 

f. 	Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perse­

\
lisihan dah pertengkaran dan tidak ada harapan untuk 

hidup rukun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 

Kepala Desa/Kepala Keluruhan yang disahkan oleh 

pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya camat. 

Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa 

perceraian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian ASPEK JURIDIS PERCERAIAN DILINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
(Studi Ovservasi Terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Disiplin  
Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur)

A. Yudha Hernoko, SH



23 

sipil persyaratan dan alasan-alasannya sesuai dengan 

yang diatur dalam UU 1/1974. Namun untuk mengajukan 

alasan-alasan tersebut harus didukung keterangan para 

saksi dan pembuktiannya harus disah~an oleh pejabat yang 

berwajib, sehingga terlihat adanya perbedaan antara 

pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil 

dalam mengajukan alasan-alasan perceraian, sekaligus 

terlihat bahwa ruang gerak untuk melaksanakan perceraian 

bagi pegawai negeri sipil dipersempit. (Soetojo Prawiro­

hamidjojo : ibid) 

Pejabat yang menjadi atasan pegawai negeri sipil 

yang akan bercerai dalam waktu selambat-Iambatnya tiga 

bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin harus 

memberikan jawaban, berupa pemberian atau penolakan pem­

berian izin. Namun demikian sebelum jawaban itu diberi­

kan oleh pejabat yang menjadi atasan pegawai negeri si­

pil yang bersangkutan, maka terlebih dahulu terdapat ke­

wajiban untuk berusaha mendamaikan dan merukunkan kem­

bali pasangan yang akan melakukan perceraian tersebut. 

Dalam hal pegawai negeri sipil yang bersangkutan 

melanggar ketentuan tersebut dalam jangka waktu selam­

bat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya 

perceraian, maka kepadanya dijatuhi salah satu hukuman 

disiplin berat befdasarkan PP 30/1980 ten tang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

MILIK 1 
PERPUSTAKAAN 

UNIVERSITAS AIRLANGu 
SURABAYA 
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Gela~ Pengawasan Dae~ah P~opinsi Dae~ah Tingkat I 

Jawa Timu~ yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah 

P~opinsi Pemda Tingkat I Jawa Timu~ me~upakan salah satu 

upaya pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin di­

lingkungan pegawai n~geri sipil. Pelaksanaan gela~ 

pengawasan ini sesuai dengan maksud Inst~uksi Mente~i 

Dalam Nege~i Nomo~ 22 Tahun 1989 ten tang Pelaksanaan 

Tindak Lanjut Oi Dae~ah~ yang seca~a psikologis be~dam-

pak positif te~hadap upaya peningkatkan pengawasan 

melekat (WASKAT) dilingkungan masing-masing. Dengan 

demikian upaya peme~intah dalam menumbuh kembangkan 

budaya pengawasan diha~apkan dapat menciptakan apa~atu~ 

peme~intah yang be~sih dan be~wibawa, sehingga dapat 

memacu p~oses tinggal landas. 

Oalam kaitannya dengan pe~ce~aian dilingkungan 

pegawai nege~i sipil di wilayah ke~ja [nspekto~at Wila­

yah P~opinsi Tingkat I Jawa Timu~, selama p~oses penan­

ganannya sebagaimana te~lihat da~i tabel yang telah 

te~u~ai sebelumnya adalah p~oses perce~aian yang dilaku­

kan sesuai dengan p~osedur (baik aturan mate~iil maupun 

fo~mil telah dipenuhi). Pelanggaran te~hadap p~osedu~ 

pe~ceraian ini selama gela~ ope~asi dilaksanakan tJdak 

terjadi, sehingga tidak ada langkall penindakan (penegak­

an disiplin) dalJm kasus ini. 
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Yang perlu mendapat perhatian serta pengawasan 

yang komprehensif, bahwa mengingat demikian sulitnya dan 

birokratisnya proses perceraian (juga masalah poligami) 

bagi pegawai negeri sipil, maka bagi oknum tertentu 

lebih memilih jalan melakukan kumpul kebo, samen leven 

(hidup bersama tanpa ikatan perkawinan). Masalah ini 

tidak terungkap kepermukaan, dalam artian terlepas dari 

jangkauan gelar operasi yang dilaksanakan oleh Inspekto­

rat Wilayah Propinsi, dikarenakan banyak faktor yang 

kompiek serta sikap kritis masyarakat yang semakin 

kurang, sehingga lebih permisif dengan keadaan-keadaan ... 
disekitarnya yang bertentangan dengan norma susila, 

agama maupun hukum. Tentunnya hal demikian harus segera 

diatasi solusi pemecahannya. 

• 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Bagi pegawai negeri sipil selain diatur dengan 

perangkat hukLlm Llmum, berlaku pula att..Il-an khusus yang 

mengikat dan membatasi s~rt~ mengatur ruang gerak peg­

awai negeri sipil dalam kehldupan rumah tangganya. Di 

1 ingkLlngan pegawai negeri sipil pada dasarnya lebih 

sulit dilakukan, mengingat demikian rigid dan kakunya 

aturan yang mengatur dan membatasinya, namun bagaimana­

pun juga hal itu tetap saja terjadi. Proses perceraian 

yang terjadi tersebut telah melalui berbagai tahapan 

yang dimaksudkan untuk mencegah perceraian itu sendiri 

dan diharapkan kembali terjadi kerukunan hidup dalam 

rumah tangga. Seandainya tetap terjadi perceraian maka 

hal itu merupakan langkah terakhir ~etelah upaya lain 

tidak membuahkan hasil. Dus perceraian merupakan suatu 

"Ultimum remidium", sebagai pintu darurat demi untuk 

mencegah yang (lebih) mudharat. 

Alasan-alasan perceraian yang menyebabkan percer­

aian sebagamana terdapat didalam UU Perkawinan beserta 

aturan pelaksananya, namun demikian terdapat ~: d hal 

yang kabur serta menimbulkan penafsir~n j2nq meluas. 
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Oi lingkungan Pemda Tingkat r Jawa Timur upaya 

un tu~ meningkatkan dan menegakkan disiplin aparat, 

termasuk mao;;alah keluarga (perkawinan-perceraianl, 

dilakukan dengan berbaga1 car-a, yaitu pembinaan, penga­

rahan serta penindakan (pemberian sanksi) • Hal ini 

dimaksud untuk membentuk sikap mental aparat yang berde 

dikasi, loyal dan berbudi luhur. 

5.2. Saran 

Perlunya peningkatan sikap mental dan profesi 

onalisme dilingkungan pegaw~i negeri sipil~ agar lebih 

mantap dan terarah dalam mengemban tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai aparatur negara, abdi abdinegara~ 

masyarakat. Dengan demikian diharapkan pengabdian yang 

diberikan (tanpa disertai pamrih) tersebut benar-benar 

dapat dirasakan segenap lapisan masiarakat. Seuai dengan 

peran yang dimainkan pegawai negeri sipil sebagai figur 

panutan dan teladan. 

Pembinaan, pengarahan serta penegakan disiplin 

(pemberian sanksi) terhadap pegawai negeri sipil dalam 

kaitannya dengan masalah perkawinan dan perceraian 

hendaknya tetap dilaksanakan dalam konteks peningkatan 

kua 1 i tas serta ded i kasi pega.Jai neger i si pi 1. Untuk i hi 

proses,ini akan terlaksana apabila segenap jajaran yang 

ada (pimpinan serta bawahanl saling mengisi, asah, asih 

dan asuh. 
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Prinsip ~eteladanan dan panutan dari figur pega­

wai negeri sipi 1, termasuk keluarganya, masih tetap 

relevan dan urgen untuk dipertahankan serta ditumbuhkem­

bangkan. Terlepas dari apresiasi serta imbalan yang 

relatif rendah, namun jiwa serta semangat pengabdian 

untuk menjadi yang terbaik bagi lingkungannya harus 

selalu ditanamkan di setiap jajaran, "rawe-rawe rantas, 

ma 1 ang -ma 1ang pu tung", ma.iu I:erus pan tang mundur. 
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